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Yahukimo, 6 Februari 2025 – Pasca keputusan Mahkamah Konstitusi (MK)
mengenai sengketa hasil Pilkada Kabupaten Yahukimo, Kodim 1715/Yahukimo,
Polres Yahukimo, dan Satgas Yonif 6 Marinir menggelar patroli gabungan untuk
memastikan keamanan dan ketertiban masyarakat. Operasi ini dilaksanakan
sebagai antisipasi potensi gesekan pascaputusan, sekaligus menegakkan
komitmen menjaga stabilitas wilayah.



MK RI telah mengeluarkan putusan akhir terkait perselisihan hasil Pemilihan
Kepala Daerah (Pilkada) Yahukimo pada Rabu (5/2). Keputusan ini menjadi
penentu kandidat yang berhak memimpin daerah tersebut. Menyikapi hal ini,
aparat keamanan bergerak cepat mencegah kemungkinan konflik dengan
mengintensifkan pengawasan di titik-titik rawan.

Patroli gabungan melibatkan personel Kodim 1715/Yahukimo di bawah pimpinan
Letkol Inf Tommy Yudistyo,  S.Sos.,M.Han, Polres Yahukimo yang dipimpin
AKBP Heru Hidayanto,S.Sos.,M.H. serta Satgas Yonif 6 Marinir pimpinan Letkol
Mar Rismanto Manurung,M.Tr.Opsla.,CTMP. Operasi ini mencakup pengamanan
fasilitas publik, pemukiman, dan pusat keramaian seperti pasar tradisional.

Dalam pernyataannya, Dandim 1715/Yahukimo menegaskan, "Kami
berkoordinasi penuh dengan semua pihak untuk memastikan situasi tetap
terkendali. Masyarakat diharap tenang dan tidak terprovokasi isu tidak jelas."
Sementara Kapolres Yahukimo menambahkan, "Setiap indikasi pelanggaran
hukum akan ditindak tegas."

Patroli dilakukan secara bergilir 24 jam, dengan pemasangan posko terpadu di
kantor Kodim dan Polres. Satgas Yonif 6 Marinir turut menyiagakan tim respons
cepat di daerah terpencil. Hingga kini, laporan dari lapangan menunjukkan situasi
Yahukimo kondusif, tanpa gangguan signifikan.

Kolaborasi TNI, Polri, dan Marinir ini mencerminkan sinergi kuat dalam
merespons dinamika pascaputusan MK. Dengan pengamanan maksimal,
diharapkan proses transisi kepemimpinan daerah dapat berjalan lancar,
mengedepankan prinsip demokrasi dan keadilan. (*)


